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PUTUSAN
Nomor 284/Pdt.G/2021/MS.Mbo
ZA L 7
Sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal,

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir, Suak Pangkat, 3 Agustus 1983,
Umur 38 Tahun, NIK 1105060308830001, Agama
Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD/Sederajat,
Tempat Tinggal Dusun Damai, Gampong Pasi
Kumbang, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh

Barat, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir, Pasi Kumbang, 3 Agustus
1987, Umur 34 Tahun, NIK 1105024308850002,
Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan
SD/Sederajat, Tempat Tinggal Dusun Damai,
Gampong Pasi Kumbang, Kecamatan Kaway XVI,
Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, sebagai

Termohon;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti

surat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 19 Agustus 2021 telah
mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan

Mahkamah Syar’iyah Meulaboh dengan Register Nomor
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284/Pdt.G/2021/MS.Mbo, tanggal 15 Desember 2021, yang pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri perkawinan
sah menurut Hukum Islam yang terjadi pada Hari Minggu, Tanggal5 Juli
2009, Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kaway XVI, Kabupaten Aceh
Barat, Provinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor :202171X1//2009 Tanggal 5
Juli 2009.
2. Bahwa setelah menikah terse but Pemohon dan Termohon terus
hidup bersama lebih kurang 12 (Dua Belas) Tahun sebagai suami istri,
dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan
yang bernama xxxx, Umur 9 Tahun, dan xxxx, Umur 11 Bulan.
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon
dengan Termohon yangrukun dan damai lebih kurang 5 (Lima) Tahun
lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus.
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan :
a) Bahwa Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang Istri
b) Bahwa Masuknya pihak ketiga dalam hal ini adalah orang tua
Termohon
c) Bahwa Termohon sering sekali meminta kepada Pemohon agar di
ceraikan I fasakh kepada Pemohon.
d) Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut secara
terus menerus sudah terjadi jatuhnya talak 1, 2 dan 3 yang langsung
Pemohon ucapkan dihadapanwali, Geuchik dan Aparatur Gampong Pasi
Kumbang, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat
5. Bahwa akibat dari persoalan dan perselisihan tersebut Pemohon
dan Termohon telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga berulang kali
namun Termohon juga tidak ada perubahan baik dari sikap maupun
perbuatan, sehingga Pemohon dan Termohon tidakbisa hidup rukun dan
damai dalam rangka membangun mabhligai rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, warahmah. Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah pisah
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rumah dan pisah ranjang lebih kurang 3 (Tiga) Bulan sampai dengan
sekarang.
6. Bahwa Pemohon merasa sangat teraniaya atas sikap-sikap
yang dilakukan Termohon dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Termohon, maka dengan ini
Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/g
Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan
yang amarnya sebagai berikut;
PRIMAIR
1Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Pemohon (xxx) terhadap Termohon (xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex
aquo et bono”

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka
Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan
maksud permohonan Pemohon tersebut;
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Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun
suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan
hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib
pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Xxxx)
dengan Nomor 1105060308830001 dari Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Mei 2012, bukti
surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos,
bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,
lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (xxx) dan
Termohon (Nurlina) dengan Nomor 202/7/X11/2009 dari Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal
16 Desember 2009, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-
nazegelen Kantor Pos, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Tabrani) dengan
Nomor 1105061708061202 dari Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 29 September 2020,
bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diparaf dan
diberi tanda (P.3);
4. Asli  Surat Rekomendasi atas nama Tabrani Nomor:
170/PK/AB/VIII/2021 dari Pjs Keuchik Gampong Pasi Kumbang tanggal
28 Agustus 2021, bukti surat tersebut tidak bermaterai cukup dan di-
nazegelen Kantor Pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (bukti
P4);

B. Saksi-saksi
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1. Saksi, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong xxx Kecamatan xxXx,
Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya menerangkan pada
pokoknya sebagai sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Tabrani dan
Termohon bernama Nurlina karena saksi adalah Abang Ipar
Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan dimana Pemohon dan
Termohon menikah namun mereka menikah * 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri Gampong
Pasi Kumbang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis namun sekarang sudak tidak harmonis lagi sering terjadi
pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena
Termohon tidak mau mengurus menjalankan kewajiban sebagai
seorang isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih kurang
9(sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon tidak ada memberikan nafkah batin lagi kepada
Termohon sejak pisah rumah namun Pemohon ada memberikan uang
belanja kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon pernah
didamaikan atau tidak namun sekarang saksi tidak sanggup

mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

2.  Saksi, umur 25 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, agama
Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong xxx, Kecamatan
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xxX, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya menerangkan pada

pokonya sebagai sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Tabrani dan
Termohon bernama Nurlina karena saksi adalah adik sepupu
Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah + 15 (lima belas) tahun
yang lalu dan saksi tidak ingat dimana mereka menikah karena ketika
itu saksi masih kecil;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua
Termohon kemudian pindah dirumah kediaman bersama di samping
rumah orang tua Termohon di Gampong Pasi Kumbang Kecamatan
Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak
bernama Safa dan Niswa,;
- Bahwa Awalnya rumah tangga mereka rukun namun sekarang tidak
rukun lagi, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak
adanya anak pertama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon
bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Penyebabnya Termohon marah anaknya dibawa kerumah
orang tua Pemohon, saksi tidak mengetahui penyebab lainnya, sejak
mereka bertengkar, Pemohon sering makan di luar, pulang ke rumah
orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih kurang 9
(sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon tidak ada memberikan nafkahnya lagi sejak
Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon pernah
didamaikan atau tidak namun sekarang saksi tidak sanggup
mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
membenarkan, sedangkan Temohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;
Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan
mengajukan bukti lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
pada permohonannya dan mohon putusan;
Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan
Termohon telah melangsungkan perkawinan Tanggal 5 Juli 2009 yang tercatat di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Provinsi
Aceh, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/7/X11/2009 tanggal 16
Desember 2009 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus,
dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan
Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat
permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah
melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi
absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide
Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon
bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, maka
perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar’iyah
Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua
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dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum
Islam);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon agar
rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan
Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa
rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Termohon tidak bertanggung
jawab sebagai seorang Istri, ikut campur orang tua Termohon, Termohon
sering sekali meminta kepada Pemohon agar di ceraikan yang berakibat
Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, hal ini sesuai
dengan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab Al-
Hawi Al-Kabir fi Figh Madzhab Al-Imam Syafi’i, Juz XVI, Halaman 303, yang

diambil sebagai pendapat Hakim sendiri, sebagai berikut:

k) —~ ® w oL o _ . -y -
al38L aX5 L sla) 527,341 G ARSI 1515

Artinya : “Apabila Termohon enggan untuk hadir dalam persidangan setelah
dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa
kehadiran Termohon”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur
mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat
dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
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R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,
bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan
dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Pemohon, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-nazegelen, cocok
dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon berdomisili di wilayah hukum
Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, Mahkamah Syar’iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan
bukti P.3 berupa fotokopi kartu Keluarga yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang, telah di-nazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang
Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal
Yang Dikeluarkan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik,
isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi
antara Pemohon dengan Termohon dan merupakan satu keluarga, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai
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kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg dan
Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat rekomendasi, bukti
tersebut tidak bermaterai dan telah di-nazegelen oleh karena bukti tersebut
tidak memenuhi syarat formil maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon
sudah dewasa, dekat dengan Pemohon dan Termohon dan para saksi tersebut
sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya
masing-masing sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo 175 RBg, dengan demikian telah memenuhi syarat
formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas,
didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta
keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil
permohonan Pemohon, dan menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
karena Termohon tidak mau mengurus menjalankan kewajiban dan
bertanggung jawab sebagai seorang istri, sehingga saat ini antara keduanya
telah pisah tempat tinggal lebih kurang 9(sembilan) bulan lamanya, dan sejak
itu antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri serta
hubungan lahir dan batin, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg,
keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, maka keterangan
para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan
saksi -saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 5 Juli 2009
yang terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten
Aceh Barat Provinsi Aceh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
-Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon tidak
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mau mengurus menjalankan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai
seorang istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang
9(sembilan) bulan;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-
sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
-Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih kurang 9( sembilan)
bulan;

- Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat
indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis
lagi dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih
kurang 9(sembilan) bulan, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak
penderitaan yang berkepanjangan bagi suami isteri tersebut, dengan demikian
Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah
(broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan
suami isteri yang sakinah mawwadah warahmah, sehingga tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu
tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian
yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri,
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maupun anak-anak bawaan mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin
harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih
menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan:

Q&\’U.u; by
-~

Artinya: "Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin”

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi
perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah
tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang tidak lagi
dapat mewujudkan kondisi sakinah mawaddah wa rahmah karena adanya
perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan maka akan
mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi
Pemohon dan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil
dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat
membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur’an sebagai berikut;

Artinya:  “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah cukup
alasan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan
terpenuhinya Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
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Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil
dengan resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dan tidak ternyata
ketidakhadiran Termohon tersebut karena alasan yang sah menurut hukum
maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, petitum permohonan Pemohon
harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak
terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah
berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon adalah talak satu raj'i sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang
pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan
dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Meulaboh. Hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah
Meulaboh;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah
Meulaboh pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan
tanggal 2 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh Evi Juismaidar, S.H.l, sebagai Hakim
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Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika, S.H.,M.H
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Hakim Tunggal
d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I
Panitera Pengganti,

d.t.o

Dewi Kartika, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

1 Proses Rp. 50.000,-
2 Panggilan Rp 200.000,-
3 PNBP Rp. 60.000,-
4 Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
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